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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan Analisis Hukum yang telah diuraikan penulis diatas, Penulis 

Legal Memorandum menyimpulkan beberapa pendapat dan rekomendasi hukum 

yang kiranya membantu Saudari Ni Putu Maharani dan puteranya Wayan Foley, 

sebagai berikut : 

A. Pendapat Hukum 

1. Bahwa Wayan Foley tidak berhak sebagai ahli waris terhadap tanah milik 

ayah kandungnya di Australia, karena perjanjian perkawinan antara Justin 

Foley dengan Ni Putu Maharani dilakukan di hadapan notaris Indonesia dan 

kelahiran Wayan Foley tidak didaftarkan di hadapan Kedutaan Australia di 

Indonesia sehingga perjanjian kawin tersebut tidak diakui menurut Hukum 

Australia. 

2. Bahwa status kewarganegaraan Wayan Foley yang dilahirkan dari 

perkawinan campuran adalah Warga Negara Indonesia karena menurut 

Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa seorang anak yang 

lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan 

ibu Warga Negara Indonesia dan belum berusia 18 tahun, anak tersebut 

dianggap Warga Negara Indonesia oleh Undang-Undang sehingga status 

kewarganegaraan Wayan Foley saat ini adalah Warga Negara Indonesia. 

Ketika Wayan Foley sudah berusia 18 tahun maka dia berhak memilih 

kewarganegaraannya sendiri. 
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3. Bahwa Ni Putu Maharani tidak berhak sebagai ahli waris terhadap tanah 

milik mantan suaminya di Australia karena perkawinannya dengan Justin 

Foley putus karena perceraian, bukan karena kematian sehingga tidak 

berhak mewarisi. Pengadaan perjanjian kawin Justin Foley dan Ni Putu 

Maharani dilakukan di hadapan notaris Indonesia, sehingga tidak diakui dan 

secara hukum tidak mengikat sehingga tidak ada harta bersama dan seluruh 

harta yang ditinggalkan pewaris harus dibagi rata pada ahli warisnya. 

4. Bahwa hukum yang diberlakukan dalam kasus pewarisan ini adalah hukum 

Australia karena pembuatan surat keterangan waris mengikuti hukum 

perdata yang berlaku bagi pewaris di negara asalnya di mana Justin Foley 

merupakan warga negara Australia sehingga hukum yang dipakai adalah 

hukum Australia. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis jabarkan di atas, 

menurut penulis, sebaiknya saudara Wayan Foley tidak perlu melanjutkan dan 

mengajukan gugatan ke pengadilan karena kedudukan hukum Wayan Foley 

adalah sangat lemah sehingga tidak ada upaya lain untuk mendapatkan hak 

waris dari dari Justin Foley karena Wayan Foley bukan merupakan anak sah 

dari Justin Foley menurut Hukum Australia. 
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